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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Satu-satunya hal yang dapat menghalangi terciptanya masa depan kita adalah 
keraguan kita akan hari ini. Oleh karena itu, majulah terus dengan keyakinan 
yang kuat dan penuh” 
(Franklin Delano Roosevelt) 
“Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan” 
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Ratna Nova Andana. S351508032. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
NOTARIS ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PASCA BERLAKUNYA 
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 
7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS. 2017. 
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kriteria-kriteria yang 
digunakan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan 
maupun penolakan pemeriksaan dan pemanggilan Notaris oleh Penyidik terkait 
adanya dugaan tindak pidana serta pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan 
Notaris dalam memberikan persetujuan maupun penolakan pemeriksaan dan 
pemanggilan Notaris terkait adanya dugaan tindak pidana. 
 
Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari 
wawancara maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku 
literatur, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik 
analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis model 
interaktif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria utama pemberian persetujuan 
pemeriksaan Notaris adalah terpenuhinya ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Majelis Kehormatan Notaris, Notaris menolak atau tidak datang pada saat 
pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa tanpa alasan yang jelas, atau Notaris telah 
melaksanakan tugas dan jabatannya dengan benar dalam rangka membantu proses 
peradilan yang sedang berlangsung. Kriteria penolakan adalah bukan merupakan 
ranah Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan, tidak 
terpenuhinya ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris atau 
karena Notaris telah melaksanakan tugas dan jabatannya dengan benar. 
Pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan 
persetujuan maupun penolakan pemeriksaan atau pemanggilan Notaris terkait 
adanya dugaan tindak pidana telah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan 
ketentuan yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris meskipun 
terdapat kendala yang muncul seperti sulitnya melakukan pertemuan untuk 
anggotanya karena tingkatannya adalah wilayah serta adanya kesibukan masing-
masing anggota Majelis Kehormatan Notaris. 
 
Kata kunci : perlindungan hukum; Notaris; dugaan tindak pidana; Majelis 






Ratna Nova Andana. S351508032. LEGAL PROTECTION OF NOTARY IN 
RELATION TO THE ALLEGED CRIMINAL ACTS AFTER THE 
REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS 
NUMBER 7 YEAR 2016 CONCERNING THE HONORARY COUNCIL OF 
NOTARY. The Graduate Program in Notary, The Faculty of Law, Sebelas 
Maret University. 2017   
 
This study aims to identify and analyze the criteria used by the Honorary Council 
of Notary in giving approval and rejection of the examination and the calling of 
Notary by the Investigator related to the alleged criminal act and the 
implementation of the authority of the Notary Publicity Council in giving 
approval or rejection of the examination and the calling of Notary in relation to 
the allegation criminal act. 
 
The type of research is empirical juridical research. Sources of data obtained 
from the interviews as well as applicable legislation, literature books, journals 
and articles relating to the problems studied. Data analysis technique using 
qualitative approach with interactive model analysis technique. 
 
The results of the research indicate that the main criteria of approval of the 
notary examination is the fulfillment of the provisions of Article 26 and Article 27 
of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number 7 of 2016 
concerning the Honorary Council of Notary, the Notary refuses or does not come 
at the time of examination by the Examining Assembly for no apparent reason, or 
Notary has performed its duties and positions correctly in order to assist the 
ongoing judicial process. The rejection criteria are not the domain of the Notary 
Honorary Council to grant approval, non compliance with the provisions of 
Article 26 and Article 27 of the Regulation of the Minister of Justice and Human 
Rights 7 of 2016 concerning the Honorary Council of Notary or because the 
Notary has performed his duties and positions appropriately. The implementation 
of the authority of the Honorary Council of Notary in giving approval or rejection 
of the examination or calling of a Notary in relation to the alleged criminal act 
has been conducted according to the provisions set forth in the Regulation of the 
Minister of Justice and Human Rights 7 of 2016 concerning the Honorary Council 
of Notary although there are obstacles that arise such as the difficulty of meeting 
for its members because the level is the region and the busyness of each member 
of the Honorary Council of Notary 
 
Keywords: legal protection; Notaries; alleged criminal acts; Honorary Council of 
Notary  
 
 
 
 
